BABI

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah,yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-

OPD),adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode

1(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Renja OPD mempunyai strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi,misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Anggaran (RKA) tahun 2022.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari
kinerja 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis
(Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus
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mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrembang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil
(outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.
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1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hokum Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana KerjaTahun 2022 adalah

sebagai berikut

1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

2. Undang — UndangNomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerint ah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daearah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renjana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun2018-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E)
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8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 8/D).

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambhan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 —
2029 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);

13. Peraturan Bupati Kabupaten BangkalanTahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor...)
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1.3 Maksud dan tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerjai ni adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022,dan
perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran(RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan
tahun2022.
Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan
program/ kegiatan yang ada diRencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)Tahun 2022.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dan garis besarisi dokumen Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 sebagi berikut:
>  BABI PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum Penyusunan

c. Maksud dan Tujuan

d. Sistematika Penulisan

» BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

a. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

c. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi

d. ReviewTerhadap RKPD 2022

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

>  BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
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3.1 Tabel Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
3.2 Tabel Kesesuaian Perubahan Rencana Program
> BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN :
Tabel 2.1 : Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Dengan Triwulan II Tahun
2022
Tabel 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.3 : Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Tabel 2.4 : Review Terhadap RKPD 2022
Tabel 2.5 : Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2022
Tabel 3.1 : Perubanhan Rencana Program dan Kegiatan 2022

Tabel3.2 :  Kesesuaian Perubahan Rencana Program 2022
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BAB II
HASIL EVALUASIRENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LAU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Capaian kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil
pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA
dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan pada tahun
2022 telah memenuhi target yang ditetapkan, Review hasil evaluasi
pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangkalan tahun 2022 dapat disimak penjelasan dibawah ini :
6 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang berkaitan langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian Realisasi yaitu :

> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT

DAERAH

e Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
e Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

e Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan / bulanan /

Semesteran SKPD

C. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT

DAERAH

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

D. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi

E. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaa n Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undagan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAH DAEARAH

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

G. PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi, Sunber Daya Air dan Listrik

Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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H. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaa Pemeliharaan dan pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinasJabatan

e Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunanLainnya

e Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

> PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN

BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

e Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

e Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

e Pelaksanaan Kebijakan di Bidangl deologi awasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

e Pelaksanaa nKoordinasi di Bidang ideologi awasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
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e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

> PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
A. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN
SITUASI POLITIK
e Pelnyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
PemantauanSituasi Politik di Daerah
e PelaksanaanKebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika

BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
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Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Monitiring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISAST
KEMASYARAKAT
e Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
¢ Pelaksanaan Kebijakandibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
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e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

A. Perumusan Kebijjakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosaial
dan Budaya

e Penyusunan Program Kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Penyusunan bahan Perumusan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

> PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
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A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
e Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
¢ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas iKelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan
Konflik di Daerah
e Pelaksanaan Monitoring dann Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta
penanganan Konflik di Daerah
e Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota
Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 100% yang
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meliputi 6 program vyaitu : Program peningkatan pelayanan
kesekretariatan, Program fasilitasi Integrasi Bangsa,Program fasilitasi
hubungan antar lembaga, Program pemantauan kajian strategis.
Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan
antaralain karena adanya kebijakan penguatan program / kegiatan yang
menyentuh langsung kepada masyarakat, seluruh program / kegiatan mengacu
kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator
Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dengan menggunakan indicator
capaian program dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
2018 -2023. Dengan terpenuhinya target Renstra OPD yang didasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian
program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja
Organisasi Perangkat Daerah dalam halini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangkalan.
> Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan secara langsung
terwujud dalam meningkatny asemangat nasionalilsme dan rasa cinta
terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, meminimalisir konflik ditengah
masyarakat, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik hal ini
tentunya tertuang dalam tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Tahun2018-
2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.
> Kebijakan / tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi factor—factor penyebab terhambat nyapelaksanaan proram

/ kegiatan tersebut antaral ain dengan melakukan Perubahan APBD jika
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terjadi kesalahan usulan program/kegiatan,atau dengan pergeseran
anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk
meningkatkan realisasi target program ditahun berjalan. Kebijakan Ilain
dalam optimalisasi pencapaian target Renstra
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangkalan tahun 2022 disesuaikan dengan Renstra SKPD baik
darisasaran, program dan kegiatan serta anggaran yang masih bertumpu
pada indicator tahun sebelumnya.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD
s/d tahun berjalan sebagaimana tertera dalam lampiran Tab
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk Standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja

Pelayanan OPD meliputi 6 Program dan 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yaitu:

> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
s PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT

DAERAH

e Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
e Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
s ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

e Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan / bulanan /

Semesteran SKPD

s ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

s ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi

% ADMINISTRAST UMUM PERANGKAT DAERAH

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undagan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

% PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAH DAEARAH

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

% PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi, SunberDaya Air dan Listrik

Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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s PEMELITHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiaaPemeliharaan dan
pajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan
e Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunanLainnya
e Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atauBangunanLainnya
> PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
B. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
e Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakte rBangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
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e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

> PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
A. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN

PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA

POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN

PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN

UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN

SITUASI POLITIK

e Pelnyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
e Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
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Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Monitiring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
PartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISAST
KEMASYARAKAT
e Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
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MediasiSengketaOrmas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah
> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

B. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosaial
dan Budaya

e Penyusunan Program Kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Penyusunan bahan Perumusan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

> PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
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s PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
e Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
¢ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
KelembagaanBidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di
Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan serta penanganan Konflik
di Daerah
e Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta
penanganan Konflik di Daerah

e Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tertera dalam

Lampiran Tabel 2.2
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2.3 Isu—isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Adapun isue — issue Strategis yang menggambarkan Tugas Pokok dan
Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah
sebagai berikut :
1. Terbatasnya kualitas SDM yang ada.
2. Menurunnya nilai — nilai luhur Budaya Bangsa dan Rasa Nasionalisme ( Bupak
Babuh Guru Ratoh ).

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Bangkalan Nomor 32 Tahun
2008 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan sebagai Berikut :
1. Kedudukan
Badan Kasatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsure
pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin
oleh seorang Kepala badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati.

2. Tugas

Badan Kasatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan
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3. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kasatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

% Perumusan kebijakan teknis di bidang Badan Kasatuan Bangsa dan
Politik.

% Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

% Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

% Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

% Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi.

2.4 Review Terhadap RKPD.

Review terhadap RKPD 2022 sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 2.3
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Dalam sub bab ini dikemukakan program/kegiatan Badan kesatuan
Bangsa Dan Politik kabupaten Bangkalan yang telah diperoleh melalui
mekanisme usulan dalam Musrembang Desa dengan memperoleh masukan dan
Usulan dari Musrembang Kecamatan. Selanjutnya Musrembang Kabupaten dari
hasil usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan BAPPEDA
Kabupaten Bangkalan, Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Bangkalan sebagai pengusul kegiatan.Usulan program dan kegiatan
sangat penting dilaksanakan karena erat kaitannya dengan TUPOKSI dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bangkalan yang meliputi:
1. Sekretaris
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, keuangan dengan rincian kegiatan

untuk mendukung tercapainya program antara lain :

» PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT

DAERAH

e Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
e Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan / bulanan /

Semesteran SKPD

s ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

% ADMINISTRAST KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

% ADMINISTRAST UMUM PERANGKAT DAERAH

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undagan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

% PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAH DAEARAH

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

% PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi, Sunber Daya Air dan Listrik

Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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s PEMELITHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e Pemeliharan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
e Pemeliharan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
2. BidangKajian Strategi (KASTRA )

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring diteksi dini
terhadap kemungkinan timbul permasalahan permasalahan di bidang
IPOLEKSOSBUD, melaksanakan penanganan masalah aktual dalam rangka
kemauan pemahaman dan penegakan HAM, melaksanakan pemantauan
kegiatan orang asing, NGO, dan lembaga asing di daerah bersama dengan
instansiterkaitdenganrinciankegiatanuntukmendukungtercapainya  program
yaitu :

> PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
% PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
e Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
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e Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

e PelaksanaanKoordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing KewaspadaanPerbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan
Konflik di Daerah

e Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta
penanganan Konflik di Daerah

e Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota

3. Bidang Integrasi Bangsa (IB)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelakanaan koordinasi dan
kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang integrasi
bangsa meliputi pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan dinamisasi
masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi
dibidang integrasi bangsa meliputi pembauran antar etnis, suku serta umat

beragama di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, adapun
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kegiatannya yang mendukung tercapainya program di bidang Integrasi
Bangsa yaitu :
> PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
B. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
e Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
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C. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosaial
dan Budaya

e Penyusunan Program Kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Penyusunan bahan Perumusan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4. Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL)

» Mempunyaitugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas hubungan antar
lembaga legislative, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga penyelenggara pemilu, partai politik dan organisasi
kemahasiswaan, organisasi kepemudaan serta pers, menyiapkan bahan
pembinaan dan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan dan

pengembangan sistem politik serta pemberian rekomendasi di Bidang
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Hubungan Antar Lembaga (HAL) adapunkegiatannya yang mendukung
tercapainya program di bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu :
> PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
A. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN
SITUASI POLITIK
e Pelnyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
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Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
e Pelaksanaan Monitiring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKAT
e Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
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Penelaahan Usulan Program dan Kegitan Masyarakat Tahun 2022.

sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 2.4
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan suatu bagian dari pembangunan secara
menyeluruh dimana adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, pembangunan politik yang wujudnya tidak kelihatan, namun
dampaknya begitu dominan di masyarakat. Partisiapasi politik merupakan suatu
masalah yang dianggap penting pada akhir-akhir ini, banyak dipelajari orang
terutama dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah / negara.
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrassi, secara
konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang / sekelompok orang
untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, selain itu tingkat
partisipasi masyarakat berbeda — beda hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain : Umur, Jenis kelamin, Status ekonomi dan sosial, Pendidikan dan
pekerjaan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Maksud penyusunan rencana kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangkalan tahun 2022 adalah sebagai pedoman penetapan kerja bagi
Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten yang erat kaitannya dengan

pemerintah, masyarakat dan pihak — pihak terkait untuk mewujudkan cita — cita
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dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan yang sinergis dengan
pembangunan secara nasional.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bangkalan digunakan sebaagai instrumen dan evaluasi
penyelenggaraan program dan kegiatan selama 1 tahun kedepan, dimana arah
kebijakan perencanaan program dan kegiatan tersebut untuk jangka waktu 1
tahun kedepan telah memenuhi target dan sasaran baik waktu dan sasaran yang
dituju.

Dengan adanya Renja OPD kita akan tahu sejauh mana keberhasilan
program dan kegiatan yang sudah direncanakan itu Berhasil atau tidak dan
sebagai review untuk tahun berikutnya agar program dan kegiatan yang
direncanakan lebih berhasil dan secara langsung menyentuh dan dapat dirasakan
oleh masyarakat khususnya yang membutuhkan.

Sasaran Renja OPD sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 3.1
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BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja

Pelayanan OPD meliputi 4 Program dan 21 Kegiatan yaitu antara lain:
> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1. PenusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan PenusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi
Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1. PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan PenusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan/bulanan/Semesteran SKPD
¢. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
d. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
€. ADMINISTRAST UMUM PERANGKAT DAERAH

1. PenyediaanKomponenlInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
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2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undagan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
DAEARAH
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
g. PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat2
2. Penyediaan Jasa komunikasi, SunberDaya Air dan Listrik
3. Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
3. Pemeliharan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
> PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER

KEBANGSAAN
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a. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
v Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
v Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
v’ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan
v’ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan
v" Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
PembauranKebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
> PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
a. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK,

PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,
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PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

v’ Pelnyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

v’ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

v' Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

v' Pelaksanaan Monitiring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN
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4. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKAT
e PenyusunanBahanPerumusanKebijakandibidangPendaftaranOrmas,

PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas,
PengawasanOrmas dan OrmasAsing di Daerah
¢ PelaksanaanKebijakandibidangPendaftaranOrmas,
PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas,
PengawasanOrmas dan OrmasAsing di Daerah
e PelaksanaanKoordinasidibidangPendaftaranOrmas,
PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas,
PengawasanOrmas dan OrmasAsing di Daerah
e Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
PelaporanDibidangPendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas,
Evaluasi dan MediasiSengketaOrmas, PengawasanOrmas dan
OrmasAsing di Daerah
> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
D. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosaial
dan Budaya
e Penyusunan Program Kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
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e Penyusunan bahan Perumusan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

v’ Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

> PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
a. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
v Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

v’ PelaksanaanKebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
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v' Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

v' Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di
Daerah

v’ Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 sebagaimana tertera

dalam Lampiran Tabel 4.1
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Kesesuaian dan keselarasan dengan RKPD 2022: rencana program
kegiatan,dan sub kegiatan lokasi dan pendanaan serta target indikatif
termasuk pagu dana per program antara lain :

> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
o PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dana : Rp. 5.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 Dokumen

3. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD

Dana : Rp. 5.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 4 dokumen

4. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Dana : Rp. 5.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 8 dokumen

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dana :Rp. 5.000.000,-
Lokasi :Kab Bangkalan
Target : 8 laporan

RENJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BANGKALAN Page 44



o ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana : Rp. 4.100.778.691,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 45 ASN

2. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dana : Rp. 5.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 4 dokumen

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan / bulanan /

Semesteran SKPD

Dana :Rp. 5.000.000,-
Lokasi :Kab Bangkalan
Target : 8 dokumen

o ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Dana : Rp. 19.262.615,-
Lokasi :Kab Bangkalan
Target : 7 laporan

o ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi

Dana :Rp. 180.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 79 Orang
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2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya

Dana :Rp. 75.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 78 Orang

o ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana : Rp. 10.639.850,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 14 Jenis

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana : Rp. 68.551.443,-
Lokasi :Kab Bangkalan
Target :4 jenis

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana : Rp. 24.143.100,-
Lokasi : Kab. bangkalan
Target : 3 jenis

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana :Rp. 35.589.384,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 2 jenis

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undagan
Dana : Rp. 9.315.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

RENJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BANGKALAN Page 46



Target : 5 jenis

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana : Rp. 150.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 189 kali

o  PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAEARAH
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

KantoratauBangunanLainnya

Dana : Rp. 100.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 80 unit

o PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Dana : Rp. 7.144.950,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target :3 jenis

2. Penyediaan Jasa komunikasi, SunberDaya Air dan Listrik

Dana : Rp. 57.464.289,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 4 jenis

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana : Rp. 2.241.688.760,-
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Lokasi : Kab Bangkalan
Target :19 jenis
o  PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak

Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Dana : Rp. 164.427.750,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 16 unit

2. Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

Dana : Rp. 25.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 unit

3. Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Dana : Rp. 17.043.000,-
Lokasi :Kab Bangkalan
Target : 45 unit

> PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
a. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN

BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
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1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. 10.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 2 dokumen

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,

Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. 10.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 2 dokumen

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. 250.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 500 orang

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Dana : Rp. 60.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan
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Target : 50 orang
4. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. 15.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 25 orang

> PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
a. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN
SITUASI POLITIK
1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaa Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan
Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Dana : Rp. 50.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 kegiatan
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2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum /

Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di

Daerah
Dana : Rp. 2.000.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 2 kegiatan

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum /

Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di

Daerah
Dana : Rp. 250.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 2 kegiatan

4. Pelaksanaan Monitiring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Dana : Rp. 100.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 kegiatan
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> PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
5. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISAST

KEMASYARAKATAN

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Dana : Rp. 100.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Dana : Rp. 150.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan

3. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Dana : Rp. 100.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 kegiatan
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4. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Dana : Rp. 150.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 kegiatan

> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
a. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dana : Rp. 20.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan
2. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat beragam dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah
Dana : Rp. 20.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 kegiatan
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3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dana : Rp. 200.000.000,-

Lokasi :Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dana : Rp. 60.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragam dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Dana : Rp. 15.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan
> PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
a. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN

KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
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1. Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di

Daerah

Dana : Rp. 150.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 40 orang

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

Dana : Rp. 90.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 30 orang

3. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

Dana : Rp. 150.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 30 orang

4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
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Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta

penanganan Konflik di Daerah

Dana : Rp. 100.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 30 orang

5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dana : Rp. 1.000.000.000,-
Lokasi : Kab Bangkalan
Target : 1 kegiatan
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 inimerupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019 — 2023
dalam menunjang tercapainya Visi da Misi Bupati Bangkalan, serta target dan
sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana
Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022,
maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi
dan Misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan
maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena itu ada 6 Program prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bangkalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 diantaranya

sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA

POLITIK
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4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN

KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program tersebut diatas penting untuk perencanaan pembangunan
Kabupaten Bangkalan tahun 2022, karena program tersebut diharapkan bisa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangkalan tahun 2022 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan

kebijakan penganggaran Pembangunan Bangkalan tahun 2022.

Bangkalan, 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003
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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangkalan Tahun 2022 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut
merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan
kinerja dalam mencapai tujuan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja
yang di tetapkan. Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan
kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk
mempersiapkan kesinambungannya.

Program / Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bangkalan terdiri dari pendahualuan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja Organisasi
Perangkat Daerah tahun lalu, tujun, sasaran yang menggambarkan pencapaian
rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan rencan kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi
pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui
rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi

institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Bangkalan, Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003
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KEMASYARAKATAN

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
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Program tersebut diatas penting untuk perencanaan pembangunan
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perangkat Daerah
dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2022 Perangkat Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Target Kinerja <
ca aigan Pro rjam Realisasi target Tahun Lalu 2020 Target Program | RealisasiCapaia Tingkat
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kineria Program P (Renstrag kinerja hasil dan Kegiatan n Program dan Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/Ke iajtan (Ogut ut)|  Perangkat program dan Target Renja | Realisasi Renja (Renja Perangkat| Kegiatans/d | Realisasi
Program / Kegiatan g P Daerah)gl'ahun Kluaran Kegiatan Perangkat Perangkat Tingkat Daerah tahun |tahun berjalan (|  Target
2023 s/d tahun 2019 | Daerah Tahun Daerah Realisasi (%) 2021) Tahun 2021) | Renstra (%)
2020 Tahun2020
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) |11=(10/4)
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN  [PERSENTASE PENUNJANG URUSAN 100%
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN / KOTA / KOTA YANG TERPENUHI
8.01.01.2.01 Perencanaan, Pengganggaran, dan |Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
yang terpenuhi
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan  [Jumlah dokumen perencanaan perangkat 1 dok 4 dok 4 dok 1
Peragkat Daerah daerah yang disusun
8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD |Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun 4 dok
8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja 8 dok
Capaian inerja dan Ikhtisasr Realisasi  |dan |khtisasr Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja 8 |ap 8 |ap 8 |ap 1
Perangkat Daerah
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat  |Persentase Administrasi Keuangan
Daerah Perangkat Daerah yang tersedia
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  [Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 45 ASN
ASN
8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 dok 78 |ap 78 |ap 100%
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD yang tersusun
8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Keuangan 8 dok
Keuangan Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
/Semesteran SKPD yang tersusun
8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Administrasi Barang Milik
pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah yang
tersedia




8.01.01.2.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan [Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan 7 |ap 14 dok 14 dok 100%
Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang tersedia
8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti 80 orang 77 orang 77 orang 100%
Berdasarkan Tugas dab Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan
Tugas dab Fungsi
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi Umum
Daerah Perangkat Daerah yang tersedia
8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi 15 jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan 4 jenis
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 jenis
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan 2 jenis
Penggandaan Penggandaan
8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan 5 jenis
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  [Jumlah Penyelenggaraan Rapat 200 kali 15 kali 15 kali 100%
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
8.01.01.2.07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 90 unit 6 jenis 6 jenis 100%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |Persentase Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah yang terpenuhi
8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 jenis
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, 4 jenis
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 19 jenis

Kantor

Umum Kantor




8.01.01.2.09

Pemeliharaan barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Persentase Pemeliharaan barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerahyang terpenuhi

8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 16 unit
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  [Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan Jabatan
8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1 unit 9 jenis 9 jenis 100%
Kantor dan bangunan lainnya Kantor dan bangunan lainnya
8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 47 unit
Prasarana Gedung Kantor dan dan Prasarana Gedung Kantor dan
bangunan lainnya bangunan lainnya
0.00.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut 78 orang
Atribut Kelengkapannya Kelengkapannya
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI |PERSENTASE KEBIJAKAN YANG 100%
PANCASILA DAN KARAKTER DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN
KEBANGSAAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan  |Jumlah dokumen, masyarakat yang 100%
P [¢ Pelak Bidang gikuti sosialisasi Bidang Ideol
Ideologi Pancasila dan Karakter P: ila dan Karakter Keb
Kebangsaan
8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang  |Jumlah dokumen penyusunan program 2 dok
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela  [kerja yang tersusun
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kehanasaan Rineka Tunanal lka dan
8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang |Jumlah dokumen perumusan kebijakan 2 dok
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela  [teknis
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah masyarakat /aparatur yang 600 orang 99 orang 99 orang 100%

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi
Focus Group Discussion dan penerima
manfaat dana hibah




8.01.02.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus
Group Discussion

50

orang

8.01.02.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus
Group Discussion

25

orang

08:01:05

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

8.01.05.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Kohiiak

Per Per
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

8.01.05.2.01.01

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah dokumen penyusunan program
kerja yg tersusun

dok

8.01.05.2.01.02

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah dokumen penyusunan bahan yang
tersusun

dok

8.01.05.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah masyarakat /aparatur yang
mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi
Focus Group Discussion

400

orang




8.01.05.2.01.04

50

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus orang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya  |Group Discussion
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan |Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus 25 orang
Pelaporan di Bidang Ketahanan Group Discussion
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN |PERSENTASE PROGRAM 100%
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENINGKATAN PERAN PARTAI
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN |POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah perumusan kebijakan yang 100%
Pemantapan Pelaksanaan Bidang tersusun
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, ser
8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Jumlah penyusunan bahan perumusan 1 keg
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, |kebijakan yang tersusun
Etika Budaya Politik, Peningkatan
8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang 1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2 keg

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

2. Jumlah kegiatan rapat yang
dilaksanakan




8.01.03.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol

1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

keg

8.01.03.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, sert

Jumlah penerima hibah yang di Monev

keg

08:01:04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

PERSENTASE PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

100%

8.01.04.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan

Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan

or Kemasy

Organisasi Kemasyarakatan

100%

8.01.04.2.01.02

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah dokumen penyusunan bahan yang
tersusun

keg

8.01.04.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

keg

8.01.04.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

keg




8.01.04.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

Jumlah penerima hibah yang di Monev

keg

08:01:06

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

PERSENTASE KETERCAPAIAN
PEMANTAUAN DALAM UPAYA
KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN
KEWASPADAAN DINI

100%

8.01.06.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

100%

8.01.06.2.01.01

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konfli

Jumlah masyarakat/aparatur yang
mengikuti sosialisasi

40

orang

8.01.06.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik d

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat
rencana aksi

30

orang

8.01.06.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik

Jumlah peserta sosialisasi FKDM

35

orang




8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan [1. Jumlah masyarakat/orang asing yang 1 kali
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan terpantau 2. Jumlah pemantauan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan  terkait pemilihan umum
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Jumlah nara sumber dan panitia 20 orang

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Forkopimda




























Tabel 2.2
Pencapain Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Bangkalan

\ i SPI\:/stan ” Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
o ndikator ar ..
nasional T:(:’l“g" T::ZUO" T:(:’z“l" T::ZUZ" Tahun2019 | Tahun2020 | Tahun2022 | Tahun 2023 | Analisis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Persentase masyarakat / 100% 100% 100% 100% 644.082.500 99.760.150 100% 100%
pemuda yg sadar akan wawasan
kebangsaan
2 |Persentase pemahaman 100% 100% 100% 100% 890.168.300 36.266.713 100% 100%
masyarakat terhadap kerjasama
pemerintah, ormas, LSM dan
Parpol
3 |Persentase ketercapaian 100% 100% 100% 100% 205.941.900 497.789.942 100% 100%
pemantauan dalam upaya
penanggulangan kerusuhan dan
kewaspadaan dini dlm
masyarakat

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003




Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Bangkalan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis kebutuhan

Catatan
No . ) . . Target o . . . L. Target kebutuhan .
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja A Pagu Indikatif | Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja A Penting
Capaian capaian Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A |PROGRAM PENUNJANG Bakesbangpol PERSENTASE PENUNJANG 100% PROGRAM PENUNJANG Bakesbangpol PERSENTASE PENUNJANG 100%
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN / KOTA DAERAH KABUPATEN / DAERAH KABUPATEN / KOTA DAERAH KABUPATEN /
KOTA YANG TERPENUHI KOTA YANG TERPENUHI
1 [Perencanaan, Pengganggaran, Bakesbangpol Jumlah Perencanaan, 100% Perencanaan, Pengganggaran, Bakesbangpol Jumlah Perencanaan, 100%
dan Evaluasi Kinerja Pengganggaran, dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Pengganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kinerja Perangkat Daerah
vana ternenuihi vana terneniihi
Penyusunan Dokumen Bakesbangpol Jumlah dokumen 1 dok 5.000.000 [Penyusunan Dokumen Bakesbangpol Jumlah dokumen perencanaan 1 dok 25.000.000
Perencanaan Peragkat Daerah perencanaan perangkat Perencanaan Peragkat Daerah perangkat daerah yang
daerah yang disusun disusun
2 |Koordinasi dan Peyusunan PDA- Bakesbangpol Jumlah dokumen RKA-DPA 4 dok 5.000.000 |Koordinasi dan Peyusunan PDA- Bakesbangpol Jumlah dokumen RKA-DPA 4 dok 6.612.500
SKPD yang disusun SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Bakesbangpol Jumlah dokumen Laporan 8 dok 5.000.000 [Koordinasi dan Penyusunan Bakesbangpol Jumlah dokumen Laporan 8 dok 6.612.500
Laporan Capaian inerja dan Capaian kinerja dan Ikhtisasr Laporan Capaian inerja dan Capaian kinerja dan Ikhtisasr
Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
3 |Evaluasi Kinerja Perangkat Bakesbangpol Jumlah laporan Evaluasi 8lap 5.000.000 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Jumlah laporan Evaluasi 8 lap 6.612.500
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
4 |Administrasi Keuangan Bakesbangpol Persentase Administrasi 100% Administrasi Keuangan Bakesbangpol Persentase Administrasi 100%
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
Daerah yang tersedia yang tersedia
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Gaji dan 45 ASN 4.100.778.691 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Gaji dan 45 ASN 4.715.895.495
ASN Tunjangan ASN ASN Tunjangan ASN
5 |Koordinasi da nPenyusunan Bakesbangpol Jumlah Laporan Keuangan 4 Dok 5.000.000 |Koordinasi da nPenyusunan Bakesbangpol Jumlah Laporan Keuangan 4 Dok 6.612.500
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang
SKPD tersusun SKPD tersusun




Koordinasi dan Penyusunan Bakesbangpol Jumlah Laporan Keuangan 8 Dok 5.000.000 [Koordinasi dan Penyusunan Bakesbangpol Jumlah Laporan Keuangan 8 Dok 6.612.500
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran /Semesteran SKPD yang Bulanan/Triwulanan /Semesteran I/Semesteran SKPD yang
SKPD tersusun SKPD tersusun
7 |Administrasi Barang Milik Bakesbangpol Persentase Administrasi 100% Administrasi Barang Milik Daerah Bakesbangpol Persentase Administrasi 100%
Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang
tersedia tersedia
& |Penyusunan Perencanaan Bakesbangpol Jumlah laporan Penyusunan 7 Laporan 19.262.615 |Penyusunan Perencanaan Bakesbangpol Jumlah laporan Penyusunan 7 Laporan 22.152.007
Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan
SKPD Barang Milik Daerah SKPD SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Bakesbangpol Persentase Administrasi 100% Administrasi Kepegawaian Bakesbangpol Persentase Administrasi 100%
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah yang tersedia Daerah yang tersedia
Pendidikan dan Pelatihan Malang Jumlah pegawai yang 79 Orang 180.000.000 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Malang Jumlah pegawai yang 79 Orang 172.500.000
Pegawai Berdasarkan Tugas dab mengikuti Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dab Fungsi mengikuti Pendidikan dan
Fungsi Pelatihan Berdasarkan Tugas Pelatihan Berdasarkan Tugas
dab Fungsi dab Fungsi
9 |Administrasi Umum Perangkat Bakesbangpol Persentase Administrasi 100% Administrasi Umum Perangkat Bakesbangpol Persentase Administrasi 100%
Daerah Umum Perangkat Daerah Daerah Umum Perangkat Daerah
yang tersedia yang tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Bakesbangpol Jumlah Penyediaan 14 Jenis 10.639.858 |Penyediaan Komponen Instalasi Bakesbangpol Jumlah Penyediaan 14 Jenis 12.235.836
Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Kantor
10 |Penyediaan Peralatan dan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Peralatan 4 Jenis 68.551.443 |Penyediaan Peralatan dan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Peralatan 4 Jenis 78.834.159
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Bahan 3 Jenis 24.143.100 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Bahan 3 Jenis 27.764.565
Kantor Logistik Kantor Logistik Kantor
11 [Penyediaan Barang Cetakan dan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Barang 2 Jenis 35.589.384 |Penyediaan Barang Cetakan dan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Barang 2 Jenis 40.927.791
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
C |Penyediaan Bahan Bacaan dan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Bahan 5 Jenis 9.315.000 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Bahan 5 Jenis 10.712.250
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
12 [Penyelenggaraan Rapat Bakesbangpol Jumlah Penyelenggaraan 189 Kali 150.000.000 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bakesbangpol Jumlah Penyelenggaraan 189 Kali 150.000.000

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

dan Konsultasi SKPD

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD




13 |Pengadaan Barang Milik Bakesbangpol Persentase Pengadaan 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Bakesbangpol Persentase Pengadaan 100%
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
P i P i
Pengadaan Sarana dan Bakesbangpol Jumlah Pengadaan Sarana 80 Unit 100.000.000 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Jumlah Pengadaan Sarana 80 Unit 150.000.000
Prasarana Gedung Kantor atau dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan dan Prasarana Gedung Kantor
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya Lainnya atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Bakesbangpol Persentase Penyediaan 100% Penyediaan Jasa Penunjang Bakesbangpol Persentase Penyediaan Jasa 100%
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang
terpenuhi terpenuhi
14 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 3 Jenis 7.144.950 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 3 Jenis 8.216.693
Surat Menyurat Surat Menyurat
D |Penyediaan Jasa Komunikasi, Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 4 Jenis 57.464.289 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 4 Jenis 51.577.500
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik dan Listrik
15 |Penyediaan Jasa Pelayanan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 19 Jenis 2.241.688.750 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 19 Jenis 2.520.442.074
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Kantor Pelayanan Umum Kantor
16 |Pemeliharaan barang Milik Bakesbangpol Persentase Pemeliharaan 100% Pemeliharaan barang Milik Bakesbangpol Persentase Pemeliharaan 100%
Daerah Penunjang Urusan barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan barang Milik Daerah
17 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 16 Unit 164.427.920 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa 16 Unit 189.092.108
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan, Biaya
Kendaraan Perorangan Dinas Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan dan Pajak
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bakesbangpol Jumlah 1 Unit 25.000.000 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bakesbangpol Jumlah 1 Unit 12.365.375
Gedung Kantor dan bangunan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi
lainnya Gedung Kantor dan bangunan Gedung Kantor dan bangunan
lainnya lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bakesbangpol Jumlah 45 Unit 17.043.000 [Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bakesbangpol Jumlah 45 Unit 19.599.450
Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Kantor dan bangunan lainnya Sarana dan Prasarana bangunan lainnya Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor dan bangunan Gedung Kantor dan bangunan
lainnya lainnya
18 |Pengadaan Pakaian Dinas Bakesbangpol Pengadaan Pakaian Dinas 78 orang 75.000.000 Bakesbangpol Pengadaan Pakaian Dinas 78 orang 58.500.000

Beserta Atribut Kelengkapannya

Beserta Atribut
Kelengkapannya

Beserta Atribut
Kelengkapannya




PROGRAM PENGUATAN Bakesbangpol PERSENTASE KEBIJAKAN 100% PROGRAM PENGUATAN Bakesbangpol PERSENTASE KEBIJAKAN 100%
IDEOLOGI PANCASILA DAN YANG DITINDAK LANJUTI IDEOLOGI PANCASILA DAN YANG DITINDAK LANJUTI
KARAKTER KEBANGSAAN DALAM KEGIATAN KARAKTER KEBANGSAAN DALAM KEGIATAN
PENGUATAN IDEOLOGI PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah dokumen, 100% Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah dokumen, 100%
dan Pemantapan Pelaksanaan masyarakat yang mengikuti dan Pemantapan Pelaksanaan masyarakat yang mengikuti
Bidang Ideologi Pancasila dan sosialisasi Bidang Ideologi Bidang Ideologi Pancasila dan sosialisasi Bidang Ideologi
Karakter Kebangsaan Pancasila dan Karakter Karakter Kebangsaan Pancasila dan Karakter
Kebangsaan Kebangsaan
19 [Penyusunan Program Kerjadi  |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 2 dok 10.000.000 |Penyusunan Program Kerja di Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 2 dok 25.000.000
Bidang Ideologi Wawasan program kerja yang tersusun Bidang Ideologi Wawasan program kerja yang tersusun
Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka Bineka Tunggal lka dan Sejarah
dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di |Bangkalan Jumlah dokumen perumusan 2 dok 10.000.000 [Perumusan Kebijakan Teknis di Bangkalan Jumlah dokumen perumusan 2 dok 25.000.000
Bidang Ideologi Wawasan kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan kebijakan teknis
Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka Bineka Tunggal lka dan Sejarah
dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang |Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur | 500 orang 250.000.000 |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang |Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur | 500 orang 500.000.000
Ideologi Wawasan Kebangsaan, yang mengikuti Ideologi Wawasan Kebangsaan, yang mengikuti
Bela Negara, Karakter Bangsa, pelatihan/bintek/sosialisasi Bela Negara, Karakter Bangsa, pelatihan/bintek/sosialisasi
Pembauran Kebangsaan, Bineka Focus Group Discussion dan Pembauran Kebangsaan, Bineka Focus Group Discussion dan
Tunggal lka dan Sejarah penerima manfaat dana hibah Tunggal lka dan Sejarah penerima manfaat dana hibah
Kebangsaan Kebangsaan
20 |Pelaksanaan Koordinasi di Bangkalan Jumlah Aparatur yang 50 orang 60.000.000 |[Pelaksanaan Koordinasi di Bidang [Bangkalan Jumlah Aparatur yang 50 orang 70.000.000

Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan

mengikuti Focus Group
Discussion

Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

mengikuti Focus Group
Discussion




D |Pelaksanaan Monitoring Evaluasi [Bangkalan Jumlah Aparatur yang 25 orang 15.000.000 [Pelaksanaan Monitoring Evaluasi  [Bangkalan Jumlah Aparatur yang 25 orang 15.000.000
dan Pelaporan di Bidang Ideologi mengikuti Focus Group dan Pelaporan di Bidang Ideologi mengikuti Focus Group
Wawasan Kebangsaan, Bela Discussion Wawasan Kebangsaan, Bela Discussion
Negara, Karakter Bangsa, Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan Kebangsaan
21 |PROGRAM PEMBINAAN DAN Bakesbangpol 100% Bakesbangpol 100%
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
22 |Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Persentase Perumusan 100% Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Persentase Perumusan 100%
dan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan dan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Pemantapan Pelaksanaan
Sosial dan Budaya Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Ekonomi, Sosial dan
Budaya Budaya
23 |Penyusunan Program Kerjadi  |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 2 dok 20.000.000 [Penyusunan Program Kerja di Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 2 dok 25.000.000
Bidang Ketahanan Ekonomi, program kerja yg tersusun Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, program kerja yg tersusun
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Kerukunan Umat Beragama dan
Umat Beragama dan Penghayat Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah
24 |Penyusunan Bahan Perumusan |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 2 dok 20.000.000 |Penyusunan Bahan Perumusan Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 2 dok 25.000.000
Kebijakan di Bidang Ketahanan bahan yang tersusun Kebijakan di Bidang Ketahanan bahan yang tersusun
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Penghayat Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang |[Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur | 350 orang 200.000.000 |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang |Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur | 350 orang 600.000.000

Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

yang mengikuti
pelatihan/bintek/sosialisasi
Focus Group Discussion

Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

yang mengikuti
pelatihan/bintek/sosialisasi
Focus Group Discussion




Pelaksanaan Koordinasi di Bangkalan Jumlah Aparatur yang 50 orang 60.000.000 |[Pelaksanaan Koordinasi di Bidang [Bangkalan Jumlah Aparatur yang 50 orang 70.000.000
Bidang Ketahanan Ekonomi, mengikuti Focus Group Ketahanan Ekonomi, Sosial, mengikuti Focus Group
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Discussion Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Discussion
Pencegahan Penyalagunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Kerukunan Umat Beragama dan
Umat Beragama dan Penghayat Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Bangkalan Jumlah Aparatur yang 25 orang 15.000.000 |Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi  |Bangkalan Jumlah Aparatur yang 25 orang 15.000.000
Evaluasi dan Pelaporan di mengikuti Focus Group dan Pelaporan di Bidang Ketahanan mengikuti Focus Group
Bidang Ketahanan Ekonomi, Discussion Ekonomi, Sosial, Budaya dan Discussion
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Kerukunan Umat Beragama dan
Umat Beragama dan Penghayat Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN Bakesbangpol PERSENTASE PROGRAM 100% PROGRAM PENINGKATAN Bakesbangpol PERSENTASE PROGRAM 100%
PERAN PARTAI POLITIK DAN PENINGKATAN PERAN PERAN PARTAI POLITIK DAN PENINGKATAN PERAN
LEMBAGA PENDIDIKAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN PARTAI POLITIK DAN
MELALUI PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK LEMBAGA PENDIDIKAN
POLITIK DAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA MELALUI PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN ETIKA POLITIK DAN SERTA BUDAYA POLITIK POLITIK DAN
SERTA BUDAYA POLITIK PENGEMBANGAN ETIKA PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah perumusan kebijakan 100% Perumusan Kebijakan Teknis dan Bakesbangpol Jumlah perumusan kebijakan 100%

dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, ser

yang tersusun

Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, ser

yang tersusun




Penyusunan Bahan Perumusan  |Bangkalan Jumlah penyusunan bahan 1keg 50.000.000 [Penyusunan Bahan Perumusan Bangkalan Jumlah penyusunan bahan 1keg 150.000.000
Kebijakan di Bidang Pendidikan perumusan kebijakan yang Kebijakan di Bidang Pendidikan perumusan kebijakan yang

Politik, Etika Budaya Politik, tersusun Politik, Etika Budaya Politik, tersusun

Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Pemerintahan,

Pemerintahan, Perwakilan dan Perwakilan dan Partai Politik,

Partai Politik, Pemilihan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Umum/Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah, serta Pemantau

Daerah, serta Pemantau

Pelaksanaan Kebijakan Di Bangkalan 1. Jumlah penerima manfaat 2 keg 2.000.000.000 |Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang |Bangkalan 1. Jumlah penerima manfaat 2keg 5.000.000.000
Bidang Pendidikan Politik, Etika dana Hibah 2. Pendidikan Politik, Etika Budaya dana Hibah 2.

Budaya Politik, Peningkatan Jumlah kegiatan rapat yang Politik, Peningkatan Demokrasi, Jumlah kegiatan rapat yang

Demokrasi, Fasilitasi dilaksanakan Fasilitasi Kelembagaan dilaksanakan

Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan, Perwakilan dan

Perwakilan dan Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Umum Kepala Daerah, serta Daerah, serta Pemantauan Situasi

Pemantauan Situasi Politik Politik

Pelaksanaan Koordinasi Di Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang 2 keg 250.000.000 |Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang |Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang 2keg 2.000.000.000
Bidang Pendidikan Politik, Etika dilaksanakan 2. Pendidikan Politik, Etika Budaya dilaksanakan 2.

Budaya Politik, Peningkatan Jumlah Sosialisasi yang Politik, Peningkatan Demokrasi, Jumlah Sosialisasi yang

Demokrasi, Fasilitasi dilaksanakan Fasilitasi Kelembagaan dilaksanakan

Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan, Perwakilan dan

Perwakilan dan Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Umum Kepala Daerah, serta Daerah, serta Pemantauan Situasi

Pemantauan Situasi Pol Pol

Pelaksanaan Monitoring, Bangkalan Jumlah penerima hibah yang 1 keg 100.000.000 |Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi  |Bangkalan Jumlah penerima hibah yang 1 keg 250.000.000

Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, sert

di Monev

dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, sert

di Monev




PROGRAM PEMBERDAYAAN Bakesbangpol PERSENTASE PROGRAM 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN Bakesbangpol PERSENTASE PROGRAM 100%
DAN PENGAWASAN PEMBERDAYAAN DAN DAN PENGAWASAN PEMBERDAYAAN DAN
ORGANISASI PENGAWASAN ORGANISASI PENGAWASAN
KEMASYARAKATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah Perumusan 100% Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah Perumusan 100%
dan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan dan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan
Bidang Pemberdayaan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pemantapan Pelaksanaan
Pengawasan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan
Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Penyusunan Bahan Perumusan [Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 1 keg 100.000.000 |Penyusunan Bahan Perumusan Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan 1 keg 200.000.000
Kebijakan dibidang Pendaftaran bahan yang tersusun Kebijakan dibidang Pendaftaran bahan yang tersusun
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan dibidang |Bangkalan Jumlah Kegiatan yang 1keg 150.000.000 |Pelaksanaan Kebijakan dibidang  |Bangkalan Jumlah Kegiatan yang 1keg 300.000.000
Pendaftaran Ormas, dilaksanakan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan dilaksanakan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Evaluasi dan Mediasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, Sengketa Ormas, Pengawasan
Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Asing di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi dibidang [Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang 1 keg 100.000.000 |Pelaksanaan Koordinasi dibidang  |Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang 1keg 250.000.000
Pendaftaran Ormas, dilaksanakan 2. Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan dilaksanakan 2.
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Jumlah Sosialisasi yang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Jumlah Sosialisasi yang
dan Mediasi Sengketa Ormas, dilaksanakan Sengketa Ormas, Pengawasan dilaksanakan
Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi |Bangkalan Jumlah penerima hibah yang 1keg 150.000.000 |Pelaksanaan Monitoring Evaluasi  |Bangkalan Jumlah penerima hibah yang 1keg 350.000.000

dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

di Monev

dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

di Monev




PROGRAM PENINGKATAN Bakesbangpol PERSENTASE 100% PROGRAM PENINGKATAN Bakesbangpol PERSENTASE 100%

KEWASPADAAN NASIONAL KETERCAPAIAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN KETERCAPAIAN

DAN PENINGKATAN PEMANTAUAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMANTAUAN DALAM

KUALITAS DAN FASILITASI UPAYA KERUSUHAN, FASILITASI PENANGANAN UPAYA KERUSUHAN,

PENANGANAN KONFLIK KONFLIK SOSIAL DAN KONFLIK SOSIAL KONFLIK SOSIAL DAN

SOSIAL KEWASPADAAN DINI KEWASPADAAN DINI

Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah Perumusan 100% Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol Jumlah Perumusan 100%

dan Pelaksanaan Pemantapan Kebijakan Teknis dan dan Pelaksanaan Pemantapan Kebijakan Teknis dan

Kewaspadaan Nasional dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pelaksanaan Pemantapan

Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik Sosial

Penyusunan Program Kerjadi  [Bangkalan Jumlah masyarakat/aparatur 40 orang 150.000.000 |Penyusunan Program Kerja di Bangkalan Jumlah masyarakat/aparatur 40 orang 350.000.000

Bidang Kewaspadaan Dini, yang mengikuti sosialisasi Bidang Kewaspadaan Dini, yang mengikuti sosialisasi

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Orang Asing, Tenaga Kerja Asing

dan Lembaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Kewaspadaan Perbatasan Antar Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Bidang

Bidang Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Penanganan

Penanganan Konfli Konfli

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang |Bangkalan Jumlah aparatur yang 30 orang 90.000.000 [Pelaksanaan Kebijakan di Bidang [Bangkalan Jumlah aparatur yang 30 orang 90.000.000

Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik d

mengikuti rapat rencana aksi

Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik d

mengikuti rapat rencana aksi




Pelaksanaan Koordinasi di Bangkalan, Surabaya, [Jumlah peserta sosialisasi 35 orang 150.000.000 [Pelaksanaan Koordinasi di Bidang [Bangkalan, Surabaya, [Jumlah peserta sosialisasi 35 orang 350.000.000
Bidang Kewaspadaan Dini, Klampis, Tanah merah, [FKDM Kewaspadaan Dini, Kerjasama Klampis,Tanah merah, [FKDM

Kerjasama Intelijen, Pemantauan | Tanjung Bumi Intelijen, Pemantauan Orang Asing, |Tanjung Bumi

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

dan Lembaga Asing, Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Kewaspadaan Perbatasan Antar Antar Negara, Fasilitasi

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Bidang

Bidang Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Penanganan

Penanganan Konflik Konflik

Pelaksanaan Monitoring, Bangkalan 1. Jumlah masyarakat/orang | 1. 15 orang 100.000.000 |Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Bangkalan 1. Jumlah masyarakat/orang 1. 15 orang 170.000.000
Evaluasi dan Pelaporan di asing yang terpantau 2.30 orang dan Pelaporan di Bidang asing yang terpantau 2. 30 orang

Bidang Kewaspadaan Dini, 2. Jumlah pemantauan terkait Kewaspadaan Dini, Kerjasama 2. Jumlah pemantauan terkait

Kerjasama Intelijen, Pemantauan pemilihan umum Intelijen, Pemantauan Orang Asing, pemilihan umum

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

dan Lembaga Asing, Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Kewaspadaan Perbatasan Antar Antar Negara, Fasilitasi

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Bidang

Bidang Kewaspadaan, s Kewaspadaan, s

Pelaksanaan Forum Koordinasi ~ |Bangkalan,Surabaya |Jumlah nara sumber dan 20 orang 1.000.000.000 |Pelaksanaan Forum Koordinasi Bangkalan,Surabaya [Jumlah nara sumber dan 20 orang 2.000.000.000

Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

panitia Forkopimda

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

panitia Forkopimda


































Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

kabupaten Bangkalan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
A |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bakesbangpol PERSENTASE PENUNJANG URUSAN 100% .
DAERAH KABUPATEN / KOTA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Anggaran 2022 / Sekretariat
Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bakesbangpol Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi 100%
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi Anggaran 2022 | Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah Bakesbangpol Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang 1 dok )
disusun Anggaran 2022 / Sekretariat
Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD Bakesbangpol Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun 4 dok
Anggaran 2022 / Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Bakesbangpol Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisasr 8 dok
Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Anggaran 2022 / Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8lap )
Anggaran 2022 / Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bakesbangpol Persentase Administrasi Keuangan Perangkat 100% .
Daerah yang tersedia Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 45 ASN )
Anggaran 2022 / Sekretariat
Koordinasi da nPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bakesbangpol Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang 4 Dok
SKPD tersusun Anggaran 2022 / Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bakesbangpol Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan 8 Dok .
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD /Semesteran SKPD yang tersusun Anggaran 2022 / Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |Bakesbangpol Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada 100% )
Perangkat Daerah yang tersedia Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Bakesbangpol Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 7 Laporan
SKPD Barang Milik Daerah SKPD Anggaran 2022 / Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bakesbangpol Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat 100%
Daerah yang tersedia Anggaran 2022 / Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Malang Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan 79 Orang

Fungsi

Pelatihan Berdasarkan Tugas dab Fungsi

Anggaran 2022 / Sekretariat




Administrasi Umum Perangkat Daerah Bakesbangpol Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%
yang tersedia Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  |Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi 14 Jenis
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 4 Jenis )
Kantor Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Jenis )
Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Jenis
Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5 Jenis
Undangan Perundang-Undangan Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bakesbangpol Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 189 Kali )
Konsultasi SKPD Anggaran 2022 / Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Bakesbangpol Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100% .
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Anggaran 2022 / Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bakesbangpol Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 80 Unit )
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Bakesbangpol Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100% )
Pemerintahan Daerah yang terpenuhi Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Jenis Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 4 Jenis )
dan Listrik Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19 Jenis A 2022 | Sekretariat
nggaran exretaria
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Bakesbangpol Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah 100%
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang .
terpenuhi Anggaran 2022 / Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak |Bakesbangpol Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 16 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan dan.PaJak Kendaraan Perorangan Dinas Anggaran 2022 / Sekretariat
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya |Bakesbangpol Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1 Unit

bangunan lainnya

Anggaran 2022 / Sekretariat




Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Bakesbangpol Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 45 Unit )
Kantor dan bangunan lainnya Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya Anggaran 2022 / Sekretariat
Bakesbangpol Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 78 orang .
Kelengkapannya Anggaran 2022 / Sekretariat
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN Bakesbangpol PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK 100%
KARAKTER KEBANGSAAN LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan |Bakesbangpol Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti 100%
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang 2 dok
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran tersusun
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Bangkalan Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis 2 dok
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti 500 orang
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan dan penerima manfaat dana hibah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group 50 orang
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Discussion
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group 25 orang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Discussion
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Bakesbangpol 100%
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan |Bakesbangpol Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan 100%

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya




Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg 2 dok
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan tersusun
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun 2 dok
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, |Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti 350 orang
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, |Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group 50 orang
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Discussion
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group 25 orang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Discussion
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN  |Bakesbangpol PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN 100%
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah perumusan kebijakan yang tersusun 100%
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, ser
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan |Bangkalan Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan yang 1 keg

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantau

tersusun




Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Bangkalan 1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2 keg
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Situasi Politik

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. 2 keg
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Situasi Pol

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Bangkalan Jumlah penerima hibah yang di Monev 1 keg
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Bakesbangpol PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 100%
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan |Bakesbangpol Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan 100%
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan

Kemasyarakatan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun 1 keg
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Bangkalan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 1 keg
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. 1 keg
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Bangkalan Jumlah penerima hibah yang di Monev 1 keg

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah




PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL Bakesbangpol PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN 100%
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan |Bakesbangpol Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan 100%
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Bangkalan Jumlah masyarakat/aparatur yang mengikuti sosialisasi 40 orang
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konfli
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama |Bangkalan Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi 30 orang
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik d
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Bangkalan, Surabaya, Jumlah peserta sosialisasi FKDM 35 orang

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik

Klampis, Tanah merah,
Tanjung Bumi

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan,

Bangkalan

1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau
2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum

1. 15 orang 2. 30 orang

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Bangkalan,Surabaya

Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda

20 orang






















Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . — 2023
Kode Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Catatan Target
Program/Kegiatan/Sub Program/kegiatan . - Kebutuhan Sumber | Penting : Kebuthan
Kegiat Lokasi Capaian | |, alPagu Indikatif | Dana Capaian | . aiPagu Indikatif
eglatan Kinerja g Kinerja g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE PENUNJANG URUSAN Bakesbangpol 100% APBD 100%
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /
KABUPATEN / KOTA KOTA YANG TERPENUHI
8.01.01.2.01 Perencanaan, Pengganggaran, dan  Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, Bakesbangpol 100% APBD 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
yang terpenuhi
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat Bakesbangpol 1 dok 5.000.000 APBD 1 dok 25.000.000
Peragkat Daerah daerah yang disusun
8.01.01.2.01.04  |Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD  [Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun Bakesbangpol 4 dok 5.000.000 APBD 4 dok 6.612.500
8.01.01.2.01.06  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja Bakesbangpol 8 dok 5.000.000 APBD 8 dok 6.612.500
Capaian inerja dan Ikhtisasr Realisasi  |dan Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
8.01.01.2.01.07  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Bakesbangpol 8lap 5.000.000 APBD 8 lap 6.612.500
Daerah
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan Bakesbangpol 100% APBD 100%
Daerah Perangkat Daerah yang tersedia
8.01.01.2.02.01  |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  [Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bakesbangpol 45 ASN 4.100.778.691 APBD 45 ASN 4.715.895.495
ASN
8.01.01.2.02.05  [Koordinasi da nPenyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bakesbangpol 4 Dok 5.000.000 4 Dok 6.612.500
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD yang tersusun
8.01.01.2.02.07  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bakesbangpol 8 Dok 5.000.000 APBD 8 Dok 6.612.500
Keuangan Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
/Semesteran SKPD yang tersusun




8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Bakesbangpol 100% APBD 100%
pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah yang
tersedia
8.01.01.2.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan  |Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Bakesbangpol 7 Laporan 17.043.000 APBD 7 Laporan 22.152.007
Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat |Persentase Administrasi Kepegawaian Bakesbangpol 100% APBD 100%
Daerah Perangkat Daerah yang tersedia
8.01.01.2.05.09  [Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti Malang 79 Orang 180.000.000 APBD 80 Orang 172.500.000
Berdasarkan Tugas dab Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan
Tugas dab Fungsi
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Persentase Administrasi Umum Bakesbangpol 100% APBD 100%
Perangkat Daerah yang tersedia
8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Bakesbangpol 14 Jenis 10.639.858 APBD 15 Jenis 12.235.836
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.01.01.2.06.02  [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Penyediaan Peralatan dan Bakesbangpol 4 Jenis 68.551.443 APBD 4 Jenis 78.834.159
Kantor Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.06.04  |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bakesbangpol 3 Jenis 24.143.100 APBD 3 Jenis 27.764.565
8.01.01.2.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Bakesbangpol 2 Jenis 35.589.384 2 Jenis 40.927.791
Penggandaan Penggandaan
8.01.01.2.06.06  |Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Bakesbangpol 5 Jenis 9.315.000 APBD 5 Jenis 10.712.250
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
8.01.01.2.06.09  |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Penyelenggaraan Rapat Bakesbangpol 189 Kali 150.000.000 200 Kali 150.000.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Bakesbangpol 100% APBD 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
8.01.01.2.07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol 80 Unit 100.000.000 APBD 90 Unit 150.000.000

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya




8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Bakesbangpol 100% APBD 100%
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang
terpenuhi
8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bakesbangpol 3 Jenis 7.144.950 APBD 3 Jenis 8.216.693
8.01.01.2.08.02  |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Bakesbangpol 4 Jenis 57.464.289 4 Jenis 51.577.500
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik APBD
8.01.01.2.08.04  |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Bakesbangpol 19 Jenis 2.774.128.439 APBD 19 Jenis 2.520.442.074
Kantor Umum Kantor
8.01.01.2.09 Pemeliharaan barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan barang Milik Bakesbangpol 100% APBD 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerahyang terpenuhi
8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakesbangpol 16 Unit 178.359.420 APBD 16 Unit 189.092.108
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan
8.01.01.2.09.09  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bakesbangpol 1 Unit 25.000.000 APBD 1 Unit 12.365.375
Kantor dan bangunan lainnya Kantor dan bangunan lainnya
8.01.01.2.09.10  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bakesbangpol 45 Unit 17.043.000 APBD 47 Unit 19.599.450
Prasarana Gedung Kantor dan bangunan|dan Prasarana Gedung Kantor dan
lainnya bangunan lainnya
0.00.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Bakesbangpol 78 orang 75.000.000 APBD 78 orang 58.500.000
Kelengkapannya
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI  [PERSENTASE KEBIJAKAN YANG Bakesbangpol 100% APBD 100%
PANCASILA DAN KARAKTER DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN
KEBANGSAAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah dokumen, masyarakat yang Bakesbangpol 100% APBD 100%
Pemantapan Pelaksanaan Bidang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi
Ideologi Pancasila dan Karakter Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kebangsaan
8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang ~ |Jumlah dokumen penyusunan program Bangkalan 2 dok 10.000.000 APBD 2 dok 25.000.000

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

kerja yang tersusun




8.01.02.2.01.02

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah dokumen perumusan kebijakan
teknis

Bangkalan

2 dok

10.000.000

APBD

2 dok

25.000.000

8.01.02.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah masyarakat /aparatur yang
mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi
Focus Group Discussion dan penerima
manfaat dana hibah

Bangkalan

500 orang

250.000.000

APBD

600 orang

500.000.000

8.01.02.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus
Group Discussion

Bangkalan

50 orang

60.000.000

APBD

50 orang

70.000.000

8.01.02.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus
Group Discussion

Bangkalan

25 orang

15.000.000

APBD

25 orang

15.000.000

08:01:05

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Bakesbangpol

100%

100%

8.01.05.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Persentase Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Bakesbangpol

100%

100%




8.01.05.2.01.01

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Jumlah dokumen penyusunan program
kerja yg tersusun

Bangkalan

2 dok

20.000.000

2 dok

25.000.000

8.01.05.2.01.02

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah dokumen penyusunan bahan yang
tersusun

Bangkalan

2 dok

20.000.000

2 dok

25.000.000

8.01.05.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Jumlah masyarakat /aparatur yang
mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi
Focus Group Discussion

Bangkalan

350 orang

200.000.000

400 orang

600.000.000

8.01.05.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus
Group Discussion

Bangkalan

50 orang

60.000.000

50 orang

70.000.000

8.01.05.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus
Group Discussion

Bangkalan

25 orang

15.000.000

25 orang

15.000.000




8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PERSENTASE PROGRAM Bakesbangpol 100% 100%
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN (DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
POLITIK DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN POLITIK DAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah perumusan kebijakan yang Bakesbangpol 100% 100%
Pemantapan Pelaksanaan Bidang tersusun
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
ser
8.01.03.2.01.02  |Penyusunan Bahan Perumusan Jumlah penyusunan bahan perumusan Bangkalan 1 keg 50.000.000 1 keg 150.000.000
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, |kebijakan yang tersusun
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantau
8.01.03.2.01.03  [Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang 1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah  |Bangkalan 2 keg 2.000.000.000 2 keg 5.000.000.000

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik

2. Jumlah kegiatan rapat yang
dilaksanakan




8.01.03.2.01.04  |Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang 1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Bangkalan 2 keg 250.000.000 2 keg 2.000.000.000
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, |2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Pol
8.01.03.2.01.05  [Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan  |Jumlah penerima hibah yang di Monev Bangkalan 1 keg 100.000.000 1 keg 250.000.000
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, sert
08:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERSENTASE PROGRAM Bakesbangpol 100% 100%
PENGAWASAN ORGANISASI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
KEMASYARAKATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol 100% 100%
Pemantapan Pelaksanaan Bidang dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.02  |Penyusunan Bahan Perumusan Jumlah dokumen penyusunan bahan yang |Bangkalan 1 keg 100.000.000 1 keg 200.000.000
Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, |tersusun
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.03  |Pelaksanaan Kebijakan dibidang Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Bangkalan 1 keg 150.000.000 1 keg 300.000.000

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah




8.01.04.2.01.04  |Pelaksanaan Koordinasi dibidang 1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Bangkalan 1 keg 100.000.000 1 keg 250.000.000
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
8.01.04.2.01.05  [Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan  |Jumlah penerima hibah yang di Monev Bangkalan 1 keg 150.000.000 1 keg 350.000.000
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
08:01:06 PROGRAM PENINGKATAN PERSENTASE KETERCAPAIAN Bakesbangpol 100% 100%
KEWASPADAAN NASIONAL DAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS DAN KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK (KEWASPADAAN DINI
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Bakesbangpol 100% 100%
Pelaksanaan Pemantapan dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang  [Jumlah masyarakat/aparatur yang Bangkalan 40 orang 150.000.000 40 org 350.000.000

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli

mengikuti sosialisasi




8.01.06.2.01.03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
d

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat
rencana aksi

Bangkalan

30 orang

90.000.000

30 org

90.000.000

8.01.06.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik

Jumlah peserta sosialisasi FKDM

Bangkalan, Surabaya,
Klampis, Tanah merah,
Tanjung Bumi

35 orang

150.000.000

35 orang

350.000.000

8.01.06.2.01.05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, s

1. Jumlah masyarakat/orang asing yang
terpantau 2. Jumlah pemantauan
terkait pemilihan umum

Bangkalan

1. 15 0orang 2.
30 orang

100.000.000

170.000.000

8.01.06.2.01.06

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah nara sumber dan panitia
Forkopimda

Bangkalan,Surabaya

20 orang

1.000.000.000

20 orang

2.000.000.000































Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket
2022 2023 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mewujudkan kerukunan Persentase kasus sara / 100% 100%|Meningkatnya masyarakat / |Persentase masyarakat / 100% 100%
hidup bermasyarakat politik/bela negara yang pemuda yg sadar akan pemuda yg sadar akan
terselesaikan wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan
Meningkatnya pemahaman |Persentase pemahaman 100% 100%
masyarakat akan kerjasama [masyarakat terhadap
pemerintah, Ormas, LSM kerjasama pemerintah,
dan Parpol ormas, LSM dan Parpol
Penyelenggaraan, Persentase ketercapaian 100% 100%
koordinasi, konsultasi dan [pemantauan dalam upaya
kerjasama dgn instansi penanggulangan kerusuhan
terkait serta pemantauan |dan kewaspadaan dini dim
dalam upaya masyarakat
penanggulangan kerusuhan
dan kewaspadaan dini
dalam masyarakat
Terpenuhinya pelayanan Indeks kepuasan layanan 90% 100%
kesekretariatan internal kesekretariatan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003













2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4 Usul;lan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentigan Tahun 2020

No Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Bve;au r:‘ne/ Catatan

A |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Bakesbangpol ~ [PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG 100% Anggaran 2022 / Sekretariat
TERPENUHI

Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bakesbangpol ~ |Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi 100% Anggaran 2022 / Sekretariat
1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah Bakesbangpol  |Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 1 dok Anggaran 2022 / Sekretariat
2 |Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD Bakesbangpol  [Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun 4 dok Anggaran 2022 / Sekretariat
3 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD Bakesbangpol  |Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan |khtisasr Realisasi Kinerja SKPD 8 dok Anggaran 2022 / Sekretariat
4 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bakesbangpol ~ |Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8lap Anggaran 2022 | Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bakesbangpol  |P tase Admini: i K gan P gkat Daerah yang tersedia 100% Anggaran 2022 |/ Sekretariat
5 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 45 ASN Anggaran 2022 | Sekretariat
6 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bakesbangpol  |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun 4 Dok Anggaran 2022 | Sekretariat
7 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Bakesbangpol  |Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun 8 Dok Anggaran 2022 / Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bakesbangpol ~ |Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia 100% Anggaran 2022 | Sekretariat
8 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Bakesbangpol  |Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7 Laporan Anggaran 2022 |/ Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bakesbangpol ~ [Persentase Administrasi Kepeg Perangkat Daerah yang tersedia 100%  [Anggaran 2022 / Sekretariat
9 [Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Fungsi Malang Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dab Fungsi 79 Orang Anggaran 2022 | Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah Bakesbangpol  |Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 100% Anggaran 2022 | Sekretariat
10 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Jenis Anggaran 2022 |/ Sekretariat
11 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis Anggaran 2022 | Sekretariat
12 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bakesbangpol ~ |Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Jenis Anggaran 2022 | Sekretariat
13 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Jenis Anggaran 2022 | Sekretariat
14 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 Jenis Anggaran 2022 |/ Sekretariat
15 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bakesbangpol  |Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 189Kali  [Anggaran 2022 / Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bakesbangpol |Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi 100% Anggaran 2022 | Sekretariat
16 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bakesbangpol ~ |Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80 Unit Anggaran 2022 | Sekretariat




Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bakesbangpol ~ [Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi 100% Anggaran 2022 / Sekretariat
17 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3Jenis  [Anggaran 2022 / Sekretariat
18 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bakesbangpol  [Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4Jenis  [Anggaran 2022 / Sekretariat
19 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bakesbangpol  |Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19 Jenis  |Anggaran 2022 / Sekretariat
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bakesbangpol  |Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang terpenuhi 100% Anggaran 2022 / Sekretariat
20 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas  [Bakesbangpol ~ |Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 16 Unit Anggaran 2022 |/ Sekretariat
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
21 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Bakesbangpol  |Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya 1 Unit Anggaran 2022 / Sekretariat
22 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya Bakesbangpol ~ |Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya 45Unit  |Anggaran 2022 / Sekretariat
23 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bakesbangpol ~ |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 780rang  |Anggaran 2022 / Sekretariat
B |PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Bakesbangpol ~|PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI 100% Anggaran 2022/Bid. Integrasi
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Bangsa
Perumusan Kebijakan Teknis dan P pan Pelak Bidang Ideologi P il Bakesbangpol  |Jumlah dok yarakat yang gik ialisasi Bidang Ideologi P: ila dan Karakter 100% Anggaran 2022/Bid. |ntegrasi
dan Karakter Kebangsaan Kebangsaan Bangsa
24 [Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter  |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun 2 dok Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan Bangsa
25 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter [Bangkalan Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis 2 dok Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan Bangsa
26 |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan 5000rang  |Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan penerima manfaat dana hibah Bangsa
27 |Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion 500rang  |Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan Bangsa
28 |Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion 25 orang Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Bangsa
Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan P t: Pelak Bidang Ketah: Ek Bakesbangpol  |Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan P pan Pelak Bidang Ketah Ek 100% Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Sosial dan Budaya Sosial dan Budaya Bangsa
29 |Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun 2 dok Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Bangsa
Kepercayaan di Daerah
30 |Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan  [Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun 2 dok Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Bangsa

Penghayat Kepercayaan di Daerah




31 |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Bangkalan Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion 350 orang Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Bangsa
Kepercayaan di Daerah
32 |Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion 50 orang Anggaran 2022/Bid. Integrasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Bangsa
Kepercayaan di Daerah
33|Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya |Bangkalan Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion 25 orang Anggaran 2022/Bid. Integrasi
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Bangsa
Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Bakesbangpol |PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 100% Anggaran 2022/Bid. Hubungan
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Antar Lembaga
34|Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika  |Bakesbangpol  |Jumlah perumusan kebijakan yang tersusun 100% Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Antar Lembaga
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser
35|Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Bangkalan Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan yang tersusun 1keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Antar Lembaga
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau
36|Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Bangkalan 1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan 1 keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Antar Lembaga
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
37|Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 1keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Antar Lembaga
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol
38|Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Bangkalan Jumlah penerima hibah yang di Monev 1keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Antar Lembaga
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bakesbangpol |PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100% Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Antar Lembaga
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan |Bakesbangpol ~[Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 100% Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Peng or Kemasyarakatan Peng or Kemasyarakatan Antar Lembaga
39|Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, |Bangkalan Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun 1keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Antar Lembaga
40|Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Bangkalan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 1keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Antar Lembaga
41|Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Bangkalan 1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 1 keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Antar Lembaga
42|Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan |Bangkalan Jumlah penerima hibah yang di Monev 1keg Anggaran 2022/Bid. Hubungan

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Antar Lembaga




PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS |Bakesbangpol |PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN 100% Anggaran 2022/Bid. Kajian
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KEWASPADAAN DINI Strategis
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelak P pan Ke padaan N: I dan |Bakesbangpol |Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelak P pan Ke padaan N: | dan 100% Anggaran 2022/Bid. Kajian
Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik Sosial Strategis
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Bangkalan Jumlah masyarakat/aparatur yang mengikuti sosialisasi 400rang  (Anggaran 2022/Bid. Kajian
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Strategis
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
4|Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang  [Bangkalan Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi 30 orang Anggaran 2022/Bid. Kajian
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Strategis
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d
5|Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang |Bangkalan, Jumlah peserta sosialisasi FKDM 35 orang Anggaran 2022/Bid. Kajian
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Surabaya, Strategis
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Klampis, Tanah
merah, Tanjung
Bumi
6|Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Bangkalan 1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum 1.150rang 2. Anggaran 2022/Bid. Kajian
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 30 orang Strategis
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s
7|Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Bangkalan,Surab |Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda 20 orang Anggaran 2022/Bid. Kajian

aya

Strategis







PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESBANG DAN POLITIK

JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577
BANGKALAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /433.207/2022

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati
Bangkalan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan
Tahun 2019, perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

b. BahwaRencanaKerjamerupakan Instrumen
pertanggung jawaban dan sebagai tolok ukur penilaian
kinerja Instansi pemerintah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu
menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 yang

ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Mengingat : 1. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
2. Pemerintahan Daerah;

Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000



tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan DaerahPropinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun2004 - 2009 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan dan Penetapan
Standart Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembengunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembengunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana kerja pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2018;

Peraturan Daerah  Kabupaten Bangkalan Nomor 4
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan

(LembaranDaerahKabupatenBangkalantahun 2008
Nomor 310);
PeraturanDaerahKabupaten Bangkalan Nomor

Tahun 2017 tentangPerubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016,

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun
2018tentang RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD)
18. Kabupaten Bangkalan tahun 2018;
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016,
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
19. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkalan
Nomor 188.45/ /Kpts/433.206/2018, tentang Tim
Penyusun Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten

tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja (Renja) BakesbangpolKabupaten Bangkalan
Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I:Pendahuluan

Bab II: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V:Penutup

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS
tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh



KELIMA

BakesbangpolKabupaten Bangkalan beserta jajarannya
dalam  rangka  penyelenggaraan = program = kegiatan

Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESBANG DAN POLITIK

JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577
BANGKALAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /433.207 /2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022
Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan
Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun
Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan
dalam  Keputusan Pimpinan Bakesbangpol
Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. PeraturanPemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
3. Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
4. Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan DaerahPropinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran
6. Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun2004 - 2009
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan dan
Penetapan Standart Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembengunan daerah,
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana pembengunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana kerja pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor
4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bangkalan
(LembaranDaerahKabupatenBangkalantahun 2008
Nomor 310);

PeraturanDaerahKabupaten Bangkalan Nomor ..
Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;



16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun
2018 tentang RencanaKerjaPemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018;
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun
2016, tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat

17.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :  Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)
PerubahanBakesbangpol Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 terdiri dari pejabat dilingkup
Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)
PerubanhanBakesbangpol Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 dimaksud dalam diktum Kesatu
Keputusan ini, melaksanakan tugas
secarapenuhdalammenyiapkandokumenRencana
Kerja 2020.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : Agustus 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003




LAMPIRAN : KEPUTUSAN

TANGGAL:
NOMOR :
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BAKESBANGPOL KABUPATEN
TAHUN 2022
NO JABATAN NAMA JABATAN DALAM INSTANSI
1 | SEKRETARIAT
Ketua Drs. BAMBNG SETYAWAN, MM | Kepala Badan
Wakil Ketua MOHAMMAD TOHA,SP. MMP Sekretaris
Sekretaris TAUFIKURRAKHMAN, SE Kasubbag Perencanaan dan
Evaluasi
Anggota NURMA PRIYANTINI, SE Kasubag Keuangan
MUHAMMAD HILMI Kasubag Umum
2 | Bidang
Integrasi
Bangsa

Koordinator

MUHAMMAD QOMARI, SAP

KABID IB

M. MAKHRUS, Spd,M.Si

KASUBBID KETAHANAN
BANGSA

ACHMAD FATHONI, S.Ip. M.Si

KASUBBID PEMBAURAN
BANGSA

BIDANG HAL

Koordinator

AMIR LUTFI, S.STP, M.Si

KABID HAL

ABDUL AZIZ FURQON, SAP

KASUBBID HUBUNGAN
PARPOL

TAUFIQUR RUHMAN, SE

KASUBBID HUB. LSM,
ORMAS ORPROF

BIDANG
KASTRA

Koordinator

RULY YUNIS SETIAWATI, SE.MM

KABID KASTRA

SAIFUDDIN, SE

KASUBBID IPOLEKSOSBUD

AHMADI SAFAR, SE

KASUBBID PEMANTAUAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003
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